
SALINAN  
 

 
 
 

 
BUPATI PURBALINGGA 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA 

 
  NOMOR  73  TAHUN 2017 

 

  TENTANG 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 

 

BUPATI PURBALINGGA, 
 

Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2016, maka diperlukan Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih 

lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2016; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Tengah; 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia 

Nomor 4268); 

  

 

 

 

 

 

 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang  Nomor  

23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 



 

 

 

 

 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali  terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah; 

  10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Tengah; 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-

JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. 

 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016 terdiri dari: 
a. Pendapatan   

 1. Pendapatan Asli Daerah Rp251.816.668.602,00  

 2. Dana Perimbangan Rp1.175.813.221.860,00  

 3. Lain-Lain Pendapatan 

Daerah yang Sah 

Rp318.605.809.225,00  

   Jumlah Pendapatan  Rp1.746.235.699.687,00 

b. Belanja    

 1. Belanja Tidak Langsung   

  a) Belanja Pegawai Rp801.336.420.982,00  

  b) Belanja Bunga    Rp          1.913.393,00  

  c) Belanja Subsidi    Rp      490.150.000,00  

  d) Belanja Hibah    Rp 14.520.488.369,00  



 

 

 

 

 

  e) Belanja Bantuan 
Sosial 

  Rp  24.415.800.000,00  

  f) Belanja Bagi Hasil 
Kepada Provinsi/ 
Kabupaten/Kota dan 

Pemerintah Desa 

  Rp    6.804.501.000,00  

  g) Belanja Bantuan 

Keuangan 

Rp250.372.907.500,00  

  h) Belanja Tidak Terduga    Rp                        0,00  

     Rp1.097.942.181.244,00 

 2. Belanja Langsung   

  a) Belanja Pegawai    Rp 96.393.356.555,00  

  b) Belanja Barang dan 
Jasa 

Rp319.672.505.209,00  

  c) Belanja Modal Rp299.154.094.460,00  

     Rp715.219.956.224,00 

   Jumlah Belanja  Rp1.813.162.137.468,00 

   Surplus/(Defisit)  (Rp66.926.437.781,00) 

c. Pembiayaan   

 1. Penerimaan Rp264.440.627.926,00  

 2. Pengeluaran Rp37.270.579.112,00  

   Pembiayaan netto  Rp227.170.048.814,00 

   Sisa Lebih 
Pembiayaan Anggaran 

Tahun Berkenaan 

 Rp160.243.611.033,00 

 

 
Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 
   

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 
 

Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Purbalingga. 
   

Ditetapkan di Purbalingga 

pada tanggal 22 Juli 2017 

 

BUPATI PURBALINGGA, 
 

ttd 
 

T A S D I 
 

Diundangkan di Purbalingga 

pada tanggal 24 Juli 2017 
 

    SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PURBALINGGA, 

 

                ttd 

  

       WAHYU KONTARDI 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


